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Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh transformasi mendasar dalam sistem tata
kelola perizinan sektor pertambangan mineral dan batubara di Indonesia pasca
berlakunya Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022. Regulasi tersebut
merupakan pelaksanaan lebih lanjut dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 dan
Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021, yang secara tegas mengatur
pengalihan sebagian kewenangan perizinan berusaha dari Pemerintah Pusat kepada
Pemerintah Daerah Provinsi. Perubahan kebijakan ini didasari oleh kebutuhan
untuk mengoptimalkan efisiensi pengelolaan pertambangan, mempercepat kualitas
pelayanan publik, serta mendorong iklim investasi melalui pendekatan
desentralisasi yang lebih responsif terhadap kebutuhan regional.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan statute
approach untuk menganalisis dampak hukum dan administratif dari peralihan
kewenangan tersebut. Teori kewenangan digunakan untuk mengkaji sumber dan
distribusi kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, baik yang bersifat
atributif maupun delegatif berdasarkan peraturan perundang-undangan. Teori tata
kelola dijadikan landasan untuk mengevaluasi penerapan prinsip-prinsip
transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi dalam proses perizinan
pertambangan. Selain itu, konsep siyasah idariyah dari tradisi keilmuan Islam turut
diadopsi untuk menganalisis bagaimana kebijakan dan administrasi publik
diarahkan pada pencapaian kemaslahatan masyarakat melalui tata kelola birokrasi
yang baik, pengelolaan keuangan, dan pelayanan publik yang optimal. Pendekatan
ini memungkinkan analisis menyeluruh terhadap aspek regulasi, implementasi, dan
nilai-nilai yang mendasari perubahan kewenangan perizinan pertambangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelimpahan kewenangan ini memberikan
dampak positif terhadap peningkatan efisiensi dan efektivitas proses perizinan
pertambangan, serta memperbaiki kualitas pelayanan publik di tingkat daerah.
Meskipun demikian, pelaksanaan kebijakan ini menghadapi hambatan, terutama
dalam aspek koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta
kesiapan kapasitas sumber daya manusia di tingkat provinsi untuk menjalankan
fungsi pengawasan dan pembinaan. Dengan demikian, diperlukan penguatan
kemampuan pemerintah daerah dan pembangunan sistem koordinasi yang harmonis
agar tujuan utama Perpres No. 55 Tahun 2022, yaitu pengelolaan pertambangan
yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan, dapat tercapai secara optimal.

Kata Kunci : Pertambangan, Delegasi, Kewenangan

il



Abstract

This research is motivated by the fundamental transformation in the licensing
governance system for the mineral and coal mining sector in Indonesia following
the enactment of Presidential Regulation Number 55 of 2022. This regulation
further implements Law Number 3 of 2020 and Government Regulation Number 96
of 2021, which explicitly regulate the transfer of partial business licensing authority
from the Central Government to Provincial Governments. This policy change is
based on the need to optimize mining management efficiency, accelerate the quality
of public services, and encourage an investment climate through a decentralized
approach that is more responsive to regional needs.

This research uses qualitative methods with a statute approach to analyze the legal
and administrative impacts of this transfer of authority. The theory of authority is
used to examine the sources and distribution of authority between the Central and
Regional Governments, both attributive and delegative, based on statutory
regulations. Governance theory serves as a foundation for evaluating the
application of the principles of transparency, accountability, effectiveness, and
efficiency in the mining licensing process. Furthermore, the concept of siyasah
idariyah from the Islamic scholarly tradition was adopted to analyze how public
policy and administration are directed towards achieving public welfare through
good bureaucratic governance, financial management, and optimal public services.
This approach allows for a comprehensive analysis of the regulatory aspects,
implementation, and values underlying the changes in mining licensing authority.

The research results indicate that this delegation of authority has had a positive
impact on increasing the efficiency and effectiveness of the mining licensing
process, as well as improving the quality of public services at the regional level.
However, the implementation of this policy faces obstacles, particularly in terms of
coordination between the central and regional governments and the readiness of
human resources at the provincial level to carry out supervisory and development
functions. Therefore, strengthening the capacity of regional governments and
developing a harmonious coordination system is necessary to optimally achieve the
main objective of Presidential Regulation No. 55 of 2022, namely transparent,
accountable, and sustainable mining management.

Keywords: Mining, Delegation, Authority
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BABI
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG MASALAH
Indonesia sebagai negara yang kaya akan sumber daya mineral dan batubara
memiliki potensi besar dalam sektor pertambangan.! Tujuan negara Indonesia
sebagaimana tercantum dalam Alinea keempat Pembukaan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa tujuan negara
adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah
Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa,
dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan,
perdamaian abadi dan keadilan sosial. Dalam konteks ini, pengelolaan sumber
daya mineral dan batubara menjadi instrumen penting dalam mewujudkan

kesejahteraan umum dan kemajuan ekonomi nasional.

Kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara mempunyai peranan
strategis dalam memberikan nilai tambah secara nyata bagi pertumbuhan
ekonomi nasional dan pembangunan daerah secara berkelanjutan.”? Besarnya
potensi tambang di Indonesia telah menarik banyak pengusaha untuk mencari
peruntungan di sektor ini, baik untuk pasar lokal maupun ekspor. Namun,
penyelenggaraan pertambangan mineral dan batubara masih menghadapi

berbagai kendala struktural yang menghambat optimalisasi nilai tambabh,

! Irham, Fariz, Rahmat Gus Fauzan, and Raizky Rienaldy Pramasha. "Peran Sumber Daya
Alam dalam Mendorong Perekonomian Nasional." Jurnal Media Akademik (JMA) 2.11 (2024).

2 Asnawi, Muhammad Igbal. "Implikasi Yuridis Pengelolaan Pertambangan Dalam Aspek
Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat. " Jurnal Hukum Samudra Keadilan 14.1 (2019).



khususnya terkait dengan kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah, sistem perizinan, perlindungan terhadap masyarakat terdampak
pengelolaan data dan informasi pertambangan, pengawasan, serta penegakan

sanksi.

Secara historis, pengaturan pertambangan di Indonesia telah mengalami
berbagai perubahan paradigma. Peraturan tentang pertambangan di Indonesia
pada awalnya merupakan warisan dari zaman penjajahan Belanda, yakni
Indische Mijnwet (Staatsblad 1899 Nomor 214) yang diberlakukan berdasarkan
Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945.3 Sejak tahun 2001, melalui Peraturan
Pemerintah No. 75 tahun 2001, pemerintah daerah mulai diberi kewenangan
untuk mengatur aktivitas pertambangan dengan gubernur atau walikota yang
berwenang menerbitkan Surat Keputusan Kuasa Pertambangan. Perubahan ini
merupakan manifestasi dari kebijakan desentralisasi yang menyerahkan
sebagian kewenangan kepada pemerintahan daerah, termasuk dalam bidang
pertambangan. Dalam perkembangannya, Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 Tentang Pemerintahan Daerah mengatur bahwa urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan pemerintah daerah terdiri atas urusan wajib dan urusan
pilihan. Energi dan sumber daya mineral ditetapkan sebagai salah satu urusan
pilihan sebagaimana dimuat dalam Pasal 12 ayat (3) huruf e, yang menandakan
bahwa pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam mengelola

pertambangan mineral dan batubara. Namun, dinamika regulasi pertambangan

3 Ahmad Redi, S. H. Hukum penyelesaian sengketa pertambangan mineral dan batubara.
Sinar Grafika, 2022.



mengalami perubahan signifikan dengan kehadiran Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009
tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba 2020). Undang-
undang ini hadir sebagai respons terhadap berbagai permasalahan dalam
penataan perizinan di bidang pertambangan yang selama ini menimbulkan
masalah seperti tumpang tindih wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP). Untuk
melaksanakan ketentuan UU Minerba 2020, pemerintah mengeluarkan
Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kegiatan

Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Puncak dari perubahan paradigma ini adalah diterbitkannya Peraturan
Presiden Nomor 55 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan
Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara.* Perpres ini mengatur
pendelegasian sebagian wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah
daerah provinsi terkait dengan perizinan berusaha di bidang pertambangan
mineral dan batubara. Pendelegasian ini dilaksanakan berdasarkan ketentuan
Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 yang sebelumnya mengacu

pada Pasal 35 ayat (4) UU Nomor 3 Tahun 2020.

Kewenangan Pemerintah Provinsi di bidang pertambangan mineral dan
batubara meliputi: memberikan izin eksplorasi; memberikan izin operasi
produksi; melakukan pembinaan dan pengawasan; menetapkan jaminan

reklamasi; menetapkan jaminan pasca tambang; memberikan izin usaha

* Nomor, Peraturan Presiden Republik Indonesia. "Tahun 2022 tentang Pendelegasian
Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara." .



pertambangan (inti); dan memberikan surat keterangan terdaftar (non inti).
Namun, pendelegasian ini terbatas pada pemberian Izin Usaha Pertambangan
(IUP) untuk golongan mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu,
dan batuan, serta izin lainnya seperti Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB),
Izin Pertambangan Rakyat (IPR), dan Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP)

untuk satu Daerah Provinsi.’

UU Minerba dan UU Cipta Kerja memiliki tujuan besar dalam
meningkatkan iklim investasi di Indonesia melalui kemudahan penyederhanaan
izin, kemudahan berinvestasi, dan kemudahan dalam berusaha di bidang
pertambangan. Namun, peralihan kewenangan ini menimbulkan berbagai
implikasi yang perlu dikaji secara mendalam. D1i satu sisi, peralihan kewenangan
ini dilaksanakan untuk mewujudkan efisiensi sistem perizinan pertambangan. Di
sisi lain, peralihan ini berpotensi mengabaikan prinsip otonomi daerah sebagai
manifestasi keinginan daerah dalam mengatur dan mengaktualisasikan potensi

daerah secara maksimal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat daerah.

Implikasi yang muncul dari peralihan kewenangan ini cukup kompleks.
Diantaranya ialah, berimplikasi pada hilangnya pendapatan daerah dari
perizinan usaha pertambangan, yang dapat mempengaruhi kapasitas fiskal
daerah dalam melaksanakan pembangunan. Dalam hal lain, semakin lemahnya

peran daerah dalam melakukan pengawasan terhadap kegiatan pertambangan di

> Rahayu, Derita Prapti, and Faisal Faisal. "Eksistensi pertambangan rakyat pasca

pemberlakuan perubahan undang-undang tentang pertambangan mineral dan Batubara." Jurnal
Pembangunan Hukum Indonesia 3.3 (2021): 337-353.



wilayahnya. Minimnya kewenangan daerah sebagai tuan rumah dalam
pengawasan berimplikasi pada tidak intensifnya pemantauan, pembinaan, dan
pengawasan terhadap kegiatan pertambangan, yang pada akhirnya dapat
menimbulkan risiko lingkungan dan sosial. Penataan atas IUP yang sedang
dilakukan oleh Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Dirjen Minerba)
melalui inventarisasi, verifikasi, dan klasifikasi bertujuan untuk menghasilkan
database IUP nasional yang komprehensif. Namun, proses ini perlu
mempertimbangkan aspek-aspek lokal yang hanya dapat dipahami secara
mendalam oleh pemerintah daerah sebagai pihak yang paling dekat dengan

kondisi riil di lapangan.

Perizinan merupakan aspek yang sangat penting bagi seluruh pengusaha di
Indonesia, termasuk pengusaha pertambangan. Tanpa izin yang sah, pengusaha
tidak dapat menjalankan usahanya secara legal di mata hukum. Dalam konteks
ini, [UP menjadi izin paling utama bagi perusahaan pertambangan, dan tanpa
memperoleh TUP, pertambangan yang dilakukan akan menjadi ilegal.® Oleh
karena itu, sistem perizinan yang efektif dan efisien menjadi kunci dalam

mengoptimalkan potensi pertambangan Indonesia.

Berdasarkan uraian di atas, peralihan kewenangan perizinan di bidang
pertambangan mineral dan batubara melalui Perpres No. 55 Tahun 2022
menimbulkan berbagai implikasi yang perlu dikaji secara komprehensif. Kajian

terhadap implikasi ini menjadi penting untuk memahami efektivitas kebijakan

6 Siahaan, Jhon Piter. "Analisis Hukum Akibat Pelaku UsahaYang Melakukan Kegiatan
Pertambangan Tanpa Izin." (2025).



tersebut dalam mencapai tujuan efisiensi perizinan di satu sisi, dan dampaknya
terhadap otonomi daerah, pendapatan daerah, serta kualitas pengawasan di sisi
lain. Pemahaman yang mendalam terhadap implikasi ini akan memberikan
kontribusi dalam evaluasi kebijakan dan penyempurnaan sistem perizinan

pertambangan di Indonesia ke depan.

. RUMUSAN MASALAH

Dari latar belakang diatas yang telah diuraikan tersebut, dapat dikemukakan

rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana persoalan pendelegasian izin usaha pertambangan dibidang
mineral dan batubara dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah
Provinsi ditinjau berdasarkan Peraturan Presiden No. 55 Tahun 2022 tentang
pendelegasian pemberian perizinan berusaha dibidang petambangan mineral
dan batubara?

2. Bagaimana pendelegasian kewenangan pemberian perizinan pertambangan
ditinjau dari siyasah idariyyah?

C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN
1. Tujuan Penelitian
Berdasarkan Latar belakang dan Rumusan Masalah di atas, maka
penyusun memiliki tujuan penelitian sebagai berikut :
a. Menganalisis bagaimana persoalan pendelegasian izin usaha
pertambangan dibidang mineral dan batubara dari Pemerintah Pusat

kepada Pemerintah Daerah Provinsi ditinjau berdasarkan Perpres

No. 55 Tahun 2022.



b. Menganalisis dan mengkaji bagaimana pendelegasian Kewenangan

pemberian perizinan pertambangan ditinjau dari siyasah idariyyah.
2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis
Penelitan ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih baru dalam
ilmu pengetahuan khususnya bagi Hukum Tata Negara Fakultas
Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai
sumber bacaan, refrensi dan informasi terhadap pihak yang akan
melakukan penelitian lebih lanjut mengenai permasalahan ini.
Selain itu, dapat memperkaya kepenulisan dalam bidang hukum tata
negara dalam sektor pertambangan/lingkungan.

b. Manfaat Praktis
Penelitian ini dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat
meningkatkan efektivitas pelaksanan pengalihan kewenangan
perizinan  pertambangan. Dengan mengevaluasi efektifitas
pelaksanaan pengalihan kewenangan berdasarkan perpres No.55
Tahun 2022, penelitian ini dapat memberikan masukan yang
berharga bagi pemerintah dalam meningkatkan tata Kelola
pertambangan yang baik. Kebijakan yang dihasilan dari penelitian
ini diharapkan dapat membantu dalam meningkatkan efisien dan
transparansi dalam pemberian izin usaha pertambangan mineral dan
batubara serta mencapai tujuan tata Kelola pertambangan yang lebih

baik.



D. TELAAH PUSTAKA
Dengan adanya telaah Pustaka yang dihadirkan bertujuan mengkomparasikan
dan meneliti guna tidak terjadinya kesamaan dalam penelitian yang telah ada
sebelumnya dan untuk mencapai tujuan penelitian, Berikut karya ilmiah yang
relevan, sebagai berikut :

Pertama, artikel jurnal oleh Jumadil dan Mohammad Rizky yang
berjudul “Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Penyelenggaraan Perizinan
Berusaha”. Pembahasan yang dituju penulis adalah Kewenangan
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah setelah berlakunya Undang-
undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Cipta Kerja yang merupakan kewenangan
konkuren yang miliki daerah. Dimana kewenangan pemerintah daerah harus
mengikuti norma, standar, kriteria, dan prosedur (NSPK) yang ditetapkan
pemerintah pusat. Sedangkan dalam penelitian ini penulis menekankan
bagaimana pendelegasian sendiri di bahas dalam lingkup administrasi negara
serta meninjau batasan kewenangan pejabat terkait.

Kedua, artikel jurnal ilmiah yang berjudul “Aspek Pidana dan Hukum
Lingkungan Undang-Undang No 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral
dan Batubara” oleh Irma Yuliawati. Dalam jurnal ini membahas tentang
Pembentukan UU Nomor 3 Tahun 2020 yang mengubah UU Nomor 4 Tahun

2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dinilai terpengaruh oleh

adanya sub sistem politik, yang memiliki kesan tergesa-gesa pada saat

7 Jumadil, Moh Rizky A., et al. "Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Penyelenggaraan
Perizinan Berusaha. " Jurnal Yustisiabel 7.1 (2023): 128-141.



kondisinya tidak memungkinkan untuk membahas RUU Minerba dikala
Pandemi Covid-19. Pemerintah menimbang kembali tentang UU tersebut, UU
ini dianggap sangat bertentangan dengan prinsip dasar negara yang telah
tercantum pada pasal 33 UUD tahun 1945. Sedangkan dalam penelitian ini
penulis mengkaji dari sisi siyasah idariyyah sebagai batu acuan dalam
menganalisis seberapa efekif penyelenggaaan aturan tersebut®.

Ketiga, Skripsi oleh Sugeng Santoso yang berjudul “Tanggung Jawab
Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik Dalam Pemberian Izin Pertambangan
Bahan Galian C Berdasarkan Perpres Nomor 55 Tahun 2022 Tentang
Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha Di Bidang Pertambangan Mineral
Dan Batubara.” Skripsi ini membahas tentang pengelolaan pertambangan
mineral dan batubara di Indonesia, khususnya di Kabupaten Gresik, yang mana
pembahasannya meliputi kinerja pemerintah daerah dalam mengelola hasil
tambang yang ada di daerahnya. Sedangkan dalam penelitian ini penulis
mengkaji proses pendelegasian kekuasaan di bidang Minerba dari pemerintah
pusat ke daerah.

E. KERANGKA TEORI
Sebagai acuan dalam mengkaji penelitian ini penulis merumuskan tiga teori

yang behubungan dintaranya ialah:

$ IrmaYuliawati A Masyar, Aspek Pidana dan Hukum Lingkungan Undang Undang No. 3
Tahun 2020 Tentang Pertambangan Dan Batubara, 2020

° Sugeng, Santoso. Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik Dalam
Pemberian Izin Pertambangan Bahan Galian C Berdasarkan Perpres Nomor 55 Tahun 2022 Tentang
Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha Di Bidang Pertambangan Mineral Dan Batu Bara.
Skripsi Universitas Gresik, 2023.
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1. Teori Kewenangan
Wewenang merupakan lingkup tindakan hukum publik, lingkup wewenang
pemerintahan, tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan
pemerintah (bestuur), tetapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan
tugas, dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya
ditetapkan dalam peraturan perundang undangan. Dalam literatur ilmu
politik, ilmu pemerintahan, dan ilmu hukum sering ditemukan istilah
kekuasaan, kewenangan, dan wewenang. Kekuasaan sering disamakan
begitu saja dengan kewenangan, dan kekuasaan sering dipertukarkan
dengan istilah kewenangan, demikian pula sebaliknya. Bahkan kewenangan
sering disamakan juga dengan wewenang. Kekuasaan biasanya berbentuk
hubungan dalam arti bahwa (the rule and the ruled)."’
2. Teori Tata Kelola Pemerintahan

Teori Tata Kelola Pemerintahan adalah seperangkat konsep yang
menjelaskan bagaimana kekuasaan, pengelolaan, serta mekanisme
administratif dijalankan dalam sistem pemerintahan untuk mencapai tujuan
tertentu secara efektif, transparan, dan akuntabel. Tata kelola pemerintahan
atau governance merupakan suatu bentuk atau proses penyelenggaraan
kewenangan politik, ekonomi, dan administrasi dalam mengelola masalah
yang dihadapi masyarakat dan bangsa melalui kolaborasi antara sektor

publik, swasta, serta masyarakat sipil. Teori ini menekankan pentingnya

10 Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, (Gramedia Pustaka Utama: Jakarta, 1998),
h. 35-36.
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penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance), di mana
pemerintah tidak hanya mengatur dan mengendalikan, tetapi juga
melibatkan partisipasi semua pemangku kepentingan dalam proses

pengambilan kebijakan dan pelaksanaan program pembangunan.

Ada tiga perspektif utama dalam tata kelola pemerintahan menurut
Kaufmann'! yakni: (1) proses pemerintah dipilih, diselenggarakan, dan
dijaga akuntabilitasnya; (2) kapasitas pemerintah dalam mengelola sumber
daya secara efisien dan menerapkan kebijakan yang efektif; serta (3) ruang
publik yang memungkinkan akses layanan dan partisipasi masyarakat. Tata
kelola pemerintahan yang baik ditandai oleh prinsip-prinsip utama seperti
partisipasi warga negara, penegakan hukum, transparansi, responsivitas,
orientasi konsensus, efektivitas dan efisiensi, akuntabilitas, serta adanya visi

strategis yang jauh ke depan.

Prinsip-prinsip  ini memastikan bahwa  penyelenggaraan
pemerintahan berjalan harmonis, mampu menyejahterakan masyarakat, dan
mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Pemerintah bertanggung jawab
menciptakan sistem yang adil melalui kepemimpinan yang jujur, struktur
organisasi yang efisien, serta regulasi yang mendukung inovasi dan
kerjasama dengan masyarakat dan sektor swasta. Dengan demikian, teori
tata kelola pemerintahan menuntut sinergi dan keterbukaan dari semua

pihak demi tercapainya tujuan nasional secara berkelanjuta

! Febrian, Marisa, and Doni Satria. "Peran Tata Kelola Pemerintahan Terhadap Pertumbuhan
Ekonomi Di Asia." Media Riset Ekonomi Pembangunan (MedREP) 2.2 (2025).
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3. Teori Siyasah Idariyyah

Siyasah Idariyyah yang artinya administrasi negara sebagai acuan atau titik
fokus pada penelitian ini. Administrasi negara sendiri memiliki pengertian
keseluruhan proses rangkaian pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh
dua orang atau lebih yang terlibat dalam suatu bentuk usaha demi
terwujudnya sebuah tujuan yang telah ditetapkan. Administrasi Negara
dalam Syariat Islam bertujuan untuk melindungi harta, gama, jiwa,
keturunan dan kehormatan melalui pendataan'?.

Islam memiliki konsep administrasi negara dan adminsitrasi
pemerintahan yang komprehensif seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah
SAW selama memimpin masyarakat di Madinah. Dalam Islam, institusi
negara tidak lepas dari konsep kolektif yang ada dalam landasan moral dan
syariah Islam. Konsep ukhuwah, konsep tausiyah, dan konsep khalifah
merupakan landasan pembangunan institusi Islam yang berbentuk Negara.
Imam Al Ghazali menyebutkan bahwa agama adalah pondasi atau asas
sementara kekuasaan. Dalam hal ini Negara adalah penjaga pondasi atau
asas tadi. Sehingga ada hubungan yang saling menguntungkan dan
menguatkan (simbiosis mutualisme). Di satu sisi agama menjadi pondasi

bagi Negara untuk berbuat bagi rakyatnya menuju kesejahteraan. Sementara

12 Muhammad Igbal, Figh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam (Jakarta:
Prenadamedia Group, 2014),
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Negara menjadi alat bagi agama agar ia tersebar dan terlaksana secara benar
dan kaffah.!?,

Pada abad modern Siyasah Idariyah merupakan suatu cara untuk
mencapai pemerintahan yang baik. Kajian dari Siyasah Idariyah adalah
terkait dengan pemerintahan mecakup kewenangan, organ-organ, badan-
badan, badan-badan publik pemerintahan dan sebagainya. Sumber-sumber
landasan dari Siyasah Idariyah adalah bersumber dari Al-Qur“an dan hadis
serta ijma dan qiyas dan lain sebagainya. Kata idariyyah berasal dari bahasa
arab yaitu masdar dari kata adara asy-syay“ayudiru idariyyah yang artinya

mengatur atau menjalankan sesuatu'4,

F. METODE PENELITIAN

1.

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini yang dilakukan penyusunan ini menggunakan Yuridis
normatif. Metode ini digunakan dalam kajian hukum untuk menganalisis dan
memahami aspek - aspek hukum normatif, seperti yang terdapat dalam
peraturan perundang-undangan. Metode ini menitikberatkan pada analisis
teoritis dan konseptual serta asas-asas hukum actual, yang sering kali
dilakukan dengan menggunakan telaah pustaka terhadap dokumen hukum.

Sifat Penelitian

2011.

13 Doel Hamid Watulaga, Administrasi Pemerintahan Dalam Pandangan Perspektif Islam,

14 Sely Agustina, Mohamad Bagas Rio R, and Rahma Kemala Dewi, “Tinjauan Figh Siyasah

Terhadap Lembaga Yudikatif Di Indonesia”, Cakrawla: Jurnal Kajian Manajemen Pendidikan
Islam Dan Studi Sosial, 5 (2021), 243.


https://doelhamidwatulaga.wordpress.com/
https://doelhamidwatulaga.wordpress.com/2011/01/12/administrasi-pemerintahan-dalam-pandangan-perspektif-islam/
https://doelhamidwatulaga.wordpress.com/2011/01/12/administrasi-pemerintahan-dalam-pandangan-perspektif-islam/
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Sifat penelitian dalam penelitian ini ialah deskriptif analisis, yang berfokus
pada penjelasan dan Analisa terhadap Perturan Presiden No.55 Tahun 2022
tentang Pendelegasian pemberian perizinan berusaha dibidang
pertambangan mineral dan batubara terhadap pendelegasian kewenangan
pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.

3. Pendekatan Penelitian
Pendekatan yang digunakan oleh Penyusun adalah pendekatan Perundang
undangan peraturan perundang-undangan (Statute Approach) adalah
pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-
undangan dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang
ditangani. Dalam metode pendekatan perundang-undangan peneliti perlu
memahami hirarkhi, dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan.
Pedekatan kedua ialah Conseptual Approach adalah metode penelitian yang
menggunakan konsep-konsep, teori-teori, dan prinsip-prinsip yang telah
dikembangkan oleh para ahli sebagai dasar untuk menganalisis dan
memahami suatu permasalahan atau fenomena.

4. Teknik Pengumpulan Data
Studi kepustakaan (/ibrary research) adalah Teknik yang digunakan dan
yang paling sesuai terhadap penelitian ini. Penelitian kepustakaan
dilaksanakan dengan menggunakan literatur berupa buku, catatan, jurnal,
maupun laporan penelitian tedahulu.

5. Sumber Data
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Penyusun menggunakan tiga bahan hukum dala penyusunan penelitian ini,
yakni bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum
tersier.
a) Bahan hukum primer
Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat
karea dikeluarkan oleh Lembaga negaraatau pemerintah dan berbentuk
perautan perundang-undangan, bahan hukum primer dalam penelitian
ini terdiri atas :

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Perubahan atas Undang
Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan
Batubara.

3) Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan
Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

4) Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang pendelegasian
pemberian perizinan berusaha di bidang pertambangan mineral
dan batubara

b) Bahan hukum sekunder
Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberika
penjelasan terhadap bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dapat
berupa karya ilmiah, artikel, buku-buku, berita di media.

¢) Bahan hukum tersier
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Bahan hukum adalah bahan yang memberikan penjelasan terhadap
bahan hukum primer dan sekunder, sekaligus untuk identifikasi
permasalahn yang sedang diteliti.

G. SISTEMATIKA PEMBAHASAN
Sistematika pembahasan yang diterapkan oleh penyusun untuk mengupas
penelitian ini maka sistematika penyusunan akan dibagi dalam secara tersusun
sebagai berikut :

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang,
rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah Pustaka, kerangka
teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan yang menjelaskan
gambaran umum penelitian yang akan dilakukan oleh penyusun.

Bab kedua, landasan teori. Merupakan bab yang didalam bagian ini
menjabarkan teori yang dijadian acuan pembahasan terkait kewenangan
pemberian izin pertambangan dalam UU minerba.

Bab ketiga,berisi Tentang kajian pendelegasian kewenangan perizian di
bidang pertambangan meliputi dinamika dan konsep terkait izin pertambangan.

Bab keempat, Analisis dan pembahasan yang akan menjelaskan tentang
Analisis Kewenangan Perizinan Pertambangan dalam UU Perpres Nomor 55
Tahun 2022.

Bab kelima, Penutup, berisikan kesimpulan dan jawaban atas rumusan

masalah pada penelitian ini



BABYV
PENUTUP

A. Kesimpulan

I.

Perpres No. 55 Tahun 2022 yang mendelegasikan sebagian kewenangan
pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) dari pemerintah pusat kepada
pemerintah daerah provinsi menimbulkan sejumlah implikasi penting dalam
tata kelola sektor pertambangan mineral dan batubara. Implikasi utama adalah
peningkatan fragmentasi kewenangan yang berpotensi menimbulkan
disparitas dalam standar perizinan dan pengawasan antar daerah, sehingga
risiko inkonsistensi dan tumpang tindih regulasi meningkat. Pelimpahan ini
juga memunculkan tantangan kemampuan kelembagaan dan sumber daya
manusia di tingkat provinsi, yang dapat berdampak pada efektivitas
pengawasan dan akuntabilitas pengelolaan minerba. Selain itu, desentralisasi
asimetris berimplikasi pada perlunya koordinasi dan sinkronisasi yang lebih
ketat antara pemerintah pusat dan daerah untuk menjaga kepastian hukum dan
kualitas keputusan perizinan. Dampak finansial juga terlihat pada potensi
peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), namun berpotensi menimbulkan
persaingan antar daerah jika penegakan standar kurang optimal. Secara
keseluruhan, Perpres ini membuka peluang pengelolaan yang lebih responsif
dan dekat dengan kondisi lokal, namun juga memerlukan mitigasi risiko agar
tata kelola sektor minerba tetap berkelanjutan dan adil.

Berdasarkan analisis pemberian perizinan pertambangan dalam perspektif
siyasah idariyyah, dapat disimpulkan bahwa sistem perizinan pertambangan

di Indonesia sejalan dengan prinsip-prinsip administrasi Islam. Konsep

81
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siyasah idariyyah menekankan pentingnya tata kelola pemerintahan yang adil,
transparan, dan berorientasi pada kemaslahatan umum (maslahah al-ammah).
Dalam konteks perizinan pertambangan, hal ini diwujudkan melalui
mekanisme regulasi yang bertujuan melindungi sumber daya alam sebagai
amanah Allah SWT.Pembagian kewenangan antara pemerintah pusat,
provinsi, dan kabupaten/kota dalam memberikan izin pertambangan
mencerminkan prinsip desentralisasi yang efektif, sejalan dengan konsep
tafwidh al-amr dalam siyasah idariyyah. Namun implementasinya masih
memerlukan perbaikan dalam aspek koordinasi dan pengawasan untuk
memastikan tidak terjadi tumpang tindih kewenangan. Prinsip keadilan
distributif (al-adalah al-tawziiyyah) juga harus diperkuat agar manfaat
ekonomi pertambangan dapat dinikmati secara merata oleh masyarakat,
sekaligus menjaga kelestarian lingkungan sebagai bagian dari tanggung jawab

khalifah fi al-ardh (Pemimpin di bumi).

B. Saran
1. Saran kepada Pemerintah
Pemerintah hendaknya melakukan evaluasi menyeluruh terhadap implementasi
Perpres No. 55 Tahun 2022 untuk memastikan efektivitas peralihan
kewenangan perizinan pertambangan. Diperlukan penyusunan petunjuk teknis
yang lebih detail dan komprehensif untuk memberikan panduan operasional
bagi instansi terkait dalam melaksanakan kewenangan baru. Pemerintah juga
perlu memperkuat koordinasi antar-instansi vertikal dan horizontal melalui

pembentukan mekanisme komunikasi yang jelas dan terstruktur. Selain itu,
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perlu dilakukan capacity building bagi aparatur pemerintah daerah yang
menangani perizinan pertambangan untuk meningkatkan profesionalisme dan
pemahaman regulasi. Sistem monitoring dan evaluasi berkala harus diterapkan
untuk mengidentifikasi hambatan implementasi dan melakukan perbaikan
kebijakan secara berkelanjutan guna menjamin kepastian hukum dan efisiensi
pelayanan perizinan.

. Saran kepada Masyarakat

Masyarakat, khususnya pelaku usaha pertambangan, diharapkan dapat
memahami perubahan prosedur dan mekanisme perizinan pasca berlakunya
Perpres No. 55 Tahun 2022. Masyarakat perlu aktif mengikuti sosialisasi dan
edukasi yang diberikan pemerintah terkait regulasi baru ini. Pelaku usaha
hendaknya menyesuaikan strategi bisnis dengan ketentuan perizinan yang baru
dan memastikan terhadap seluruh persyaratan yang ditetapkan. Masyarakat
juga berperan penting dalam melakukan pengawasan sosial terhadap
implementasi kebijakan ini, termasuk melaporkan potensi penyimpangan atau
kendala yang ditemui dalam proses perizinan. Partisipasi aktif masyarakat
dalam memberikan masukan konstruktif akan membantu pemerintah dalam
penyempurnaan kebijakan dan regulasi di bidang pertambangan.

. Saran kepada Peneliti Selanjutnya

Peneliti selanjutnya disarankan untuk melakukan kajian empiris yang lebih
mendalam mengenai efektivitas implementasi Perpres No. 55 Tahun 2022 di
berbagai daerah dengan karakteristik geografis dan potensi sumber daya

mineral yang berbeda. Perlu dilakukan analisis terhadap aspek lingkungan dan
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sosial dari kebijakan ini untuk memberikan gambaran holistik tentang
implikasi peralihan kewenangan perizinan pertambangan dalam konteks

pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat.
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